
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Angqaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun

Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 15;

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 tentang Pembentukan

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yaig Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (tembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang UndanB Nomor

Perbendaharaan Negara

Indonesia Tahun 2OO4

Negara Republik Indonesia

I Tahun 2oO4 tentang

(Irmbarar Negara Republik

Nomor 5, Tarnbahan Irmbaran
Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 'lahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Ja\iab Keuangan Negara

{Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

440O);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemeriDtahanan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1t tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarai

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53,

Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor

4389);

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talun 2014 Nomor 244, Tambaham lembaran Negara

bRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimnan telah

diubah beberapa kali terakhur dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atsa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Perneri$tahan Daer.*r (kmbaran Negara Republik Indoensia

Tahun 2015 Nomro 58, Tambahan Lembnartan Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

28s4);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO5 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik
(ndonesia Nomor 4575);

8.

6.

7.

9.

10.



1l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daeralr (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tentang Sistem Inlormasi Keuangan Daerah

{kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O1O Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangal Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lernbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

13. Peratural Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintai Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintairan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dar1 Kinerja lnstansi Pemerintah

(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46t4\;

16. Peraturan Pemerirltah Nomor 71 Tahun 20lO tentang

Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara republik Indonesia Nomor 5165);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O1l tentang

Pinjaman Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Taiun 2O11 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia TahurL 2Ol2

Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomro 5272);

19. Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerall

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 310),

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah tentaog

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dal Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2O15

tentang Anggaran Pendapatan daD Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20l5 (l-embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

Anggaran 2015 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(l-embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6)

sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007

tentaDg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
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24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2O1S

tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Da€rah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O15 (Lcmbaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 6);

25. Peraturan Grrbernur Bengkulu Nomor I Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerall

Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 20 15 Nomor 1);

26. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2015

tentang Perubahan Penjabaran Anggaian Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015

(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O15 Nomor 44 );

MEMUTUSKAN ]

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2015

Pasal I

Laporan realisasi anggarar tahun an[€aran 2015 terdiri atas :

Perdapataa

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 7o1.3oo.3a3.22n,s6

b. Dana Perimbangan Rp. 1.208.985.365.208,00

c. Lain lain Pendapatan yang sah RD. 270.393.009.000.00

Jumlah Pendapata! Rp. 2.1A0.678.757.436,96

1. Belanja

a. Belaaja Tidak Langeung
a. Belanja Pegawai Rp. 493.881.156.975,20
b. Belanja Bunga Rp.

h. Belanja Tidak Terduga Rp.

c. Belanja Subsidi Rp.
d. Belanja Hibah Rp 361.930.070.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp.
f. Belanja Bagi Hasil Rp 211.92A.326.037 ,5a
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.567.941.983,00

Rp. 1.069.3O7.494.995,7A
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b. Belanja Largsung

a. Belanja Pegawai Rp. \07.604.272.Z00,00
b. Belanja Barang & Jasa Rp. 626.251.a25.8O6,OO

c. Belanja Modal Rp. 479.181.286.107.00

JuElah Belauja

Delislt

2. Pembiayaar

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 1.213.037.384.613.00

Rp. 2.2A2.344.479.60A,74

(Rp. 1o1.666.122.),71,82)

Rp. 255.6A1.879.717,3O

Rp. 17.793.392.049.61

Jumlah Pembiayaa! Neto Rp. 237 .a88.4a7 .667 .69

Sisa lebih pembiayaan anggaraD

Tahuu berkeEaa! Rp. 136.222.365.495,a7

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lafipiran Il Peraturan Gubernur

ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 5

Peraturan Gubemur ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daeral Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd'
H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 31 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAEMH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt, KEPALA BIRO HU}iUM,

Pembina
NIP. 19700623 199202 t OO3

MUKHLISIN. S.H.


